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ABSTRAK 

The purpose of the establishment of BPSK is to protect consumers and businesses by creating a consumer 

protection system that contains elements of legal certainty and information disclosure. The problem in this 

study is: 1.) How is the Implementation of Consumer Dispute Resolution through Mediation by the 

Consumer Dispute Resolution Agency? 2.) What are the barriers and solutions to Consumer Dispute 

Resolution through Mediation by the Consumer Dispute Resolution Agency? In this study the author used 

sociological juridical methods. The findings obtained from this study convey the Implementation of 

Consumer Dispute Resolution through Mediation, BPSK is regulated in Article 49 - 58 of Law No.8 of 1999 

on Consumer Protection (UUPK) which is affirmed in the Regulation of Trade Ministry of the Republic of 

Indonesia (Permendag) No. 06 / M / DAG / PER / 2/2017 Concerning BPSK has been revoked and updated 

with PermendagNo. 72 of 2020 on BPSK. Decree of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia 

No.350/MPP/KEP/12/2001 concerning the Implementation of BPSK Duties and Authorities. According to 

Article 2 of this Decree BPSK domiciled in the Regional Capital, Regency, or City Region serves to handle 

and resolve consumer disputes outside the court. The obstacle to resolving consumer disputes through 

mediation by BPSK is that there has been an agreement on settlement methods but did not immediately get a 

verdict even though the time was limited. And the solution of the settlement of consumer disputes is 

timeliness regarding the decision of the assembly, that the BPSK decision can be decided in accordance with 

the provisions within 21 working days. 
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I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

 Masyarakat sebagai konsumen sudah 

seharusnya diberikan perlindungan karena  tidak 

berdaya dalam menghadapi kegiatan perdagangan 

sehari - hari. Permasalahan yang dihadapi 

konsumen Indonesia seperti juga yang dialami di 

negara - negara berkembang lainnya tidak hanya 

sekedar memilih barang, tetapi jauh lebih 

kompleks dari itu menyangkut pada penyadaran 

semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah 

maupunkonsumensendiri tentang pentingnya p

erlindungan konsumen. 1 

 Terdapat berbagai lembaga yang 

dapat menyelesaikan sengketa atau konflik, 

secara konvensional penyelesaian sengketa 

dapat ditempuh melalui dua jalur yang 

berbeda, yaitu melalui jalur litigasi dan 

nonlitigasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian 

sengketa yang banyak diterapkan di BPSK atas 

pilihan dan kesepakatan para pihak yang 

 
1AZ. Nasution, 2011, Hukum 

Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Cetakan 

Keempat, (Jakarta: Diadit Medika,), hal 8. 

bersengketa. Persidangan dengan cara mediasi 

dilakukan sendiri oleh para pihak yang 

bersengketa dengan didampingi mediator. 
Penyelesaian sengketa melalui Mediasi di luar 

pengadilan diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 

31 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perda

gangan (Kepmenperindag) No. 350/MPP/KEP

12/2001 

B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah Pelaksanaan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen 

melalui Mediasi oleh Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen ? 

2. Apa hambatan dan solusi 

Penyelesaian Sengketa Konsumen 

melalui Mediasi oleh Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen ? 

C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui Pelaksanaan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen 

melalui Mediasi oleh Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen.  

2. Untuk mengetahui Hambatan dan 

Solusi Penyelesaian Sengketa 

Konsumen melalui Mediasi oleh 

mailto:rusardisiska@gmail.com


Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen.  

II. METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini meliputi jenis penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis 

data. Jenis penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Sumber 

data pada penelitian ini menggunakan data primer 

dan sekunder. 

III. HASIL lDAN lPEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan lPenyelesaian lSengketa 

lKonsumen lmelalui lMediasi loleh lBadan 

lPenyelesaian lSengketa lKonsumen l 

1. Analisa lPenyelesaian lSengketa l 

lKonsumen lAntara lSyafrizal ldengan lPT. 

lAsuransi lAstra lBuana lDalam lHal 

lPembelian lMobil lToyota lAvanza lSecara 

lKredit 

Berdasarkan lProses lPenyelesaian 

lSengketa lKonsumen lMajelis lBPSK lKota lPadang 

ltelah lmenyidangkan lperkara lNomor l: 

l03/PTS/BPSK-PDG/SBR/M/III/2021 ldi lsini 

lSyafrizal lditetapkan loleh lBPSK lsebagai 

lPenggugat lyang lbertempat ltinggal ldi lJl. lGanting lI 

lNo. l28 lRT/RW/003/011, lKel. lGanting lParak 

lGadang, lKec. lPadang lTimur lyng lselanjutnya 

ldisebut lsebagai lPenggugat lmelawan lPT. lAsuransi 

lAstra lBuana lyang lberalamat ldi lJl. lRasuna lSaid 

lNo. l83 lPadang lyang lselanjutnya ldisebut lsebagai 

lTergugat lI, ldengan lPT. lAstra lSedaya lFinance 

lyang lberalamat ldi lJl. lKhatib lSulaiman lNo. l102 

lPadang, lyang lselanjutnya ldisebut lsebagai 

lTergugat lII. lKronologis lkejadian lPenggugat l: 

lPenggugat lmenerangkan lbahwa lsetelah 

lPenggugat lmelakukan lkonfirmasi lterkait 

lpenolakan latas lklaim lkerusakan lmobil lPenggugat 

lke lTergugat lI, lTergugat lI lmenyatakan lklaim 

lPenggugat ltetap ltidak lbisa ldipenuhi lkarena lSIM 

lA lPenggugat ltidak lberlaku llagi. lWalaupun 

lPenggugat lmengurus lkembali lSIM lA, lklaim 

lasuransi ljuga ltidak lbisa ldilakukan. lPenggugat 

lmenyatakan lbahwa lklaim lasuransi ldiajukan lpada 

lTanggal l1 lFebruari l2021, lPenggugat lbelum 

lpernah lmengajukan lklaim lasuransi lsebelumnya. 

lPenggugat lmenyatakan lbahwa lpada lsaat lke 

ltempat lkejadian lkerusakan, lmobil ldikendarai loleh 

lpenggugat. 

1. Bahwa lpihak lpertama ltelah lsetuju ldan lsepakat 

luntuk lpenyelesaian lperkara latas lklaim 

lkendaraan lToyota lAvanza lGrand lNew lVeloz 

l1.3 lM/T lTahun l2016, lNomor lpolisi lBA-1596-

OC luntuk lPolis lAsuransi lNomor l1600970204, 

latas lnama lPT lAstra lSedaya lFinance lQQ 

lSyafrizal ldengan lperiode lpertnggungan 

lTanggal l22 lMaret l2016 lsampai ldengan 

lTanggal l22 lMaret l2021, ldan lkondisi 

lpertanggungan lComprehensive l(Jaminan 

lKerugian lSebagian ldan lKerugian lTotal) l(“Polis 

lAsuransi”), lakan ldilakukan lperbaikan ldi 

lBengkel lWahana lyang lberalamat ldi ljalan 

lKelapa lGading lVII lNomor l5, lUlak lKarang 

lSelatan, lPadang lUtara, lKota lPadang ldengan 

lbiaya lperbaikan lyang lditanggung loleh lPihak 

lkedua lsebesar lRp. l3.100.000,00 l( ltiga ljuta 

lseratus lribu lrupiah). lAdapun lnilai lRisiko 

lsendiri lyang lharus lditanggung loleh lpihak 

lpertama lsebesar lRp. l300.000,00 l(tiga lratus lribu 

lrupiah) lper lkejadian, lsehingga luntuk lperbaikan 

ltersebut lakan ldikenakan l4 l(empat) lkali lRisiko 

lsendiri lsebesar lRp. l1. l200.000,00 l( lsatu ljuta ldua 

lratus lribu lrupiah). lBahwa lpara lpihak lsetuju ldan 

lsepakat luntuk lmematuhi ldan lmenghormati 

lKesepakatan lPerdamaian lini ldan lPutusan 

lPerdamaian l(akta lvan ldading) lyang lditerbitkan 

loleh lMajelis lPemeriksa lperkara lBPSK lKota 

lPadang. l 

Jumlah lSengketa l lyang ldiselesaikan lOleh 

lBadan lPenyelesaian lSengketa lKonsumen l(BPSK) 

lKota lPadang 

Bahwa ltotal lkeseluruhan lJumlah 

lSengketa l lyang ldiselesaikan lOleh lBadan 

lPenyelesaian lSengketa lKonsumen l(BPSK) 

lKota lPadang ldari ltahun l2018 l– l2021 

lberjumlah l185 lkasus. lKasus l lpenyelesaian 

lsengketa lkonsumen lmelalui lmediasi ldari 

ltahun l2018 l– l2021 lberjumlah l67 lkasus. 

lPenyelesaian lsengketa lkonsumen ldengan lcara 

lpenyelesaian lkonsiliasi lberjumlah l33 lkasus. 

lPenyelesaian lsengketa lkonsumen ldengan lcara 

lpenyelesaian larbitrase lberjumlah l83 lkasus. 

lDari ljumlah lpenyelesaian lsengketa lkonsumen 

ldiatas lyang lbanyak lmemilih lcara lpenyelesaian 

lsengketa lkonsumen l ladalah ldengan lcara 

lpenyelesaian larbitrase lyang lberjumlah l83 

lkasus. lJika lpilihan lsalah lsatu lpihak lberbeda 

lmengenai lcara lpenyelesaiannya, lmaka 

ldiselesaikan ldengan lcara lpenyelesaian 

larbitrase ldan lmajelis lyang lmenetapkan lhasil 

lputusannya lyang ldisertakan lbarang lbukti, 

lseperti lbarang/jasa, lhasil lpersidangan l, 

lsaksi/saksi lahli, ldan ldikuatkan ldengan 

lpertimbangan lhukum. lDalam larbitrase lini lada 

lnamanya lrelasi lsingkat lmisalnya ldiberi lwaktu 

l14 lhari, lkalau lmereka lsetuju ldengan lputusan 

lBPSK lmaka lcukup lsampai ldi lBPSK lsaja. lJika 

lsalah lsatu lpihak ltidak lsetuju ldengan lputusan 

lBPSK lmaka lmereka lakan lmelakukan lbanding 

lke lpengadilan lnegeri l. 

 

Proses lPenyelesaian lSengketa lKonsumen 

lmelalui lMediasi ldi lBPSK lKota lPadang 

Hambatan l lpenyelesaian lsengketa 

lkonsumen lmelalui lmediasi lyang lpaling lsering 

ldihadapi lBPSK lsebagai lberikut l: 



1. Sengketa lyang lmasuk lbukan lmerupakan 

lkewenangan lBPSK, lyaitu lpihak lpenggugat 

l(konsumen) l l l lbukan lkonsumen lakhir. l 

2. Tidak llengkap lalat lbukti lketika lproses 

lpemeriksaan lsengketa, lseperti ltidak ladanya 

lbarang ldan/atau ljasa, lketerangan lpara lpihak 

lyang lbersengketa, lketerangan lsaksi ldan/atau 

lsaksi lahli, ladanya lsurat latau ldokumen, 

lsehingga ltidak ldapat lmempercepat lproses 

lpemeriksaan lsengketa. l 

3. Para lpihak ltidak lmemenuhi lpanggilan lBPSK 

lselama lproses lpenyelesaian lsengketa. l 

4. Pihak lyang lmewakili latau lpenerima lkuasa ldari 

lsalah lsatu lpihak lyang lbersengketa ltidak 

lmemahami lpermasalahan lyangdisengketakan. 

5. Tidak ladanya lkata lkesepakatan, lmetode 

lpenyelesaian luntuk lmenyelesaikan lsengketa 

ldari lpara lpihak lyang lbersengketa, lsehingga 

lpenyelesaian ltidak lberjalan ldengan lbaik. l 

6. Keputusan lsudah ldiambil loleh lmediasi ltetapi 

lhasil lkeputusan litu ltidak ldijalankan loleh lpihak 

lyang lmerasa ldi lrugikan lkarena lada lpihak llain 

lyang ltidak lmenjalankan lkeputusan lmaka 

ldilanjutkan lke lpengadilan. 

 

B. Solusi lPenyelesaian lSengketa lKonsumen 

lMelalui lMediasi loleh lBPSK l 

Yang lmenjadi lsolusi ldalam lproses 

lpenyelesaian lsengketa lkonsumen ldi lBPSK, 

lyaitu lsebagai lberikut l: l 

1. BPSK lmemberikan lpenjelasan lpada lpenggugat 

lbahwa lpenggugat lbukan lkonsumen lakhir 

lsehingga, lbukan lwewenang lBPSK luntuk 

lmenyelesaikannya l 

2. BPSK lmenolak lmenyelesaikan ldan lmemberi 

lpenjelasan lkepada lpenggugat lbahwa lalat 

lbukti ltidak llengkap ldan lmemberi lwaktu lagar 

lpenggugat lmelengkapi lalat lbukti. l 

3. Para lpihak lmemenuhi lpanggilan lsidang, 

lbahwa lpara lpihak lmemenuhi lpanggilan 

lpersidangan lselama lproses lpenyelesaian 

lsengketa, ldengan lmaksud lpara lpihak ltepat 

lwaktu ldan ltidak lperlu lBPSK lberkali l– lkali 

lmemanggil luntuk lhadir lke lpersidangan. l 

4. Wakil latau lyang ldiberi lkuasa lmemahami 

lpermasalahan, lyang ldiberi lkuasa/Wakil lpihak 

lyang ltidak lhadir ldan ldiwakilkan lmaka 

lpenerima lkuasa ltersebut lmemahami lbenar 

lpermasalahkan lyang ldisengketakan. l 

5. Adanya lkesepakatan lmetode lpenyelesaian, 

ldengan lmaksud ldalam lpemilihan lmetode 

lpenyelesaian lsengketa lharus lsesuai ldengan 

lkeinginan ldan lkesepakatan lpara lpihak lyang 

lbersengketa. l 

6. Adanya lketepatan lwaktu lmengenai lputusan 

lmajelis, lbahwa lputusan lBPSK ldapat ldiputus 

lsesuai lketentuan, ldalam lwaktu l21 l(dua lpuluh 

lsatu) lhari lkerja. 

IV. KESIMPULAN lDAN lSARAN 

Proses l lpenyelesaian lsengketa loleh lBPSK 

lKota lPadang lantara lkonsumen l(Syafrizal) 

ldengan lPT. lAsuransi lAstra lBuana lsebagai 

lTergugat lI ldan lPT. lAstra lSedaya lFinance 

lsebagai lTergugat lII ldalam lhal lpembelian 

lkendaraan lroda lempat lsecara lkredit ldan 

ldiasuransikan lkepada lTergugat lI lpada ltanggal 

l22 lMaret l2016, ldiawali ldengan lsurat 

lpengaduan lSyafrizal lselaku lPenggugat lsecara 

ltertulis. lKemudian lPenggugat lmengajukan 

lgugatannya lterhadap ltergugat lmelalui lsurat 

lgugatannya ltanggal l16 lFebruari l2021 

lNo.10/P3K/II/2021 lyang lpada lpokoknya 

lPenggugat lsebagai lkonsumen lmenyatakan 

lbahwa lpada ltanggal l1 lFeruari l2021 lPenggugat 

lmelaporkan lkerusakan ldi lbeberapa ltitik 

lkendaraannya lke lpihak lTergugat lI, lpada 

ltanggal l3 lFebruari l2021 lTergugat lI lmenolak 

lklaim lPenggugat ldengan lalasan lSIM lA 

lPenggugat lsudah lhabis lmasa lberlakunya. 

lBahwa lPenggugat lsudah lmendatangi lkedua 

lbelah lpihak lTergugat lnamun lbaik lTergugat lI 

lmaupun lTergugat lII ltetap lmenolak lpengajuan 

lklaim lPenggugat.Setelah litu lMajelis 

lmelakukan lsidang lkonfirmasi lgugatan lsecara 

ltertulis lsebanyak ldua lkali l lkepada lpara lpihak 

ltersebut luntuk lmenghadiri lsidang lpada ltanggl 

l16 lFebruari l2021 ldan ltanggal l5 lMaret l2021 

lTetapi lpara lpihak ltidak lmenghadiri lsidang. 

lKemudian lpara lpihak lmembuat lkesepakatan 

lpada ltanggal l12 lMaret l2021 ldan lKasus 

lPerkara l lNomor l10/P3K/II/2021 ldinyatakan 

lselesai lsecara lMediasi. lpenyelesaian lsengketa 

lkonsumen lini lbahwa lBPSK lmemberikan 

lpenjelasan lpada lpenggugat lbahwa lpenggugat 

lbukan lkonsumem lakhir lsehingga, lbukan 

lwewenang lBPSK luntuk lmenyelesaikannya. l 

lTidak llengkap lalat lbukti lketika lproses 

lpemeriksaan lsengketa, lseperti ltidak ladanya 

lbarang ldan/atau ljasa, lketerangan lpara lpihak 

lyang lbersengketa, lketerangan lsaksi ldan/atau 

lsaksi lahli, ladanya lsurat latau ldokumen, 

lsehingga ltidak ldapat lmempercepat lproses 

lpemeriksaan lsengketa. lSolusi lnya ladalah 

lBPSK lmenolak lmenyelesaikan ldan lmemberi 

lpenjelasan lkepada lpenggugat lbahwa lalat lbukti 

ltidak llengkap ldan lmemberi lwaktu lagar 

lpenggugat lmelengkapi lalat lbukti. lPara lpihak 

ltidak lmemenuhi lpanggilan lBPSK lselama 

lproses lpenyelesaian lsengketa, lmaka lsolusi 

ldari lpenyelesaian lsengketa lini lpara lpihak 

lmemenuhi lpanggilan lsidang, l lselama lproses 

lpenyelesaian lsengketa, ldengan lmaksud lpara 

lpihak ltepat lwaktu ldan ltidak lperlu lBPSK 

lberkali l– lkali lmemanggil luntuk lhadir lke 

lpersidangan. lPihak lyang lmewakili latau 

lpenerima lkuasa ldari lsalah lsatu lpihak lyang 

lbersengketa ltidak lmemahami lpermasalahan 



lyang ldisengketakan. lMaka lsolusi ldari 

lhambatan lini lWakil latau lyang ldiberi lkuasa 

lmemahami lpermasalahan, lyang ldiberi 

lkuasa/Wakil lpihak lyang ltidak lhadir ldan 

ldiwakilkan lmaka lpenerima lkuasa ltersebut 

lmemahami lbenar lpermasalahkan lyang 

ldisengketakan. l 

Diatur ldalam lUUPK lkewenangan lBPSK 

luntuk ldapat lmemaksa lpara lpelaku lusaha 

ldalam lusaha lpenyelesaian lsengketa lkonsumen 

lmelalui llembaga lmediasi, lTerhadap lsetiap 

lperjanjian lhukum lyang ldibuat ltertulis lantara 

lpelaku lusaha ldan lkonsumen lperlu 

lmencantumkan lsalah lsatu lklausul lmengenai 

lpenyelesaian lsengketa lyang ldisepakati lpara 

lpihak ldi lBPSK lKota lPadang. 
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